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ABSTRACT 
 
A marriage in Indonesia is regulated in Law No. 1/1974 on Marriage. 
Article 2, paragraph 1 of Marriage Law states that a marriage is legitimate when 
it is performed according to each religion and belief; paragraph 2 states that 
each marriage is to be registered according to the prevailing regulations. Based 
on this Article, the legitimacy of a marriage is interpreted differently in the verdict 
of the District Court No. 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn on November 5, 2012 which 
states that a marriage is legitimate when it is performed according to religion and 
belief while registration is only administrative action. The research used 
descriptive analytic and judicial normative method. The marriage registration can 
prove that there is a marriage which is recognized by State. An unregistered 
marriage does not cause legal consequence for husband and wife, children and 
joint property. Joint property which is registered is considered as dowry brought 
to a marriage by either side. Hibah (grant) given by a husband on unregistered 
joint property does not need his wife’s approval. Therefore, active role in 
registering a marriage is needed to get legal certainty on a wife’s right and 
property. 
 
Keywords : Marriage Legitimacy, Marriage Registration, Legal Consequence of   
Unregistered Marriage 
 
I. Pendahuluan 
Hukum perkawinan nasional melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menetapkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, selanjutnya pada ayat 2 
ditetapkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang 
dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan wajib diikuti dengan pencatatan 
perkawinan. 
Ketentuan tersebut yang menempatkan pencatatan perkawinan dilakukan 
setelah perkawinan menurut agama dan kepercayaan, seolah-olah memberikan 
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penafsiran pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif yang tidak 
membawa akibat apapun. Jika dilihat dari mekanisme pengaturan undang-undang 
tentang perkawinan, maka ada dua pengertian yang terkandung didalamnya yaitu 
keabsahan perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan 
dari para pihak dan kewajiban pencatatan perkawinan berhubungan dengan akibat 
hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Suatu perkawinan menimbulkan 
akibat hukum apabila memenuhi segi-segi hukum secara formil yaitu dengan 
pencatatan perkawinan. 
Tidak adanya kepastian hukum (perkawinan yang tidak dicatat) 
mempengaruhi akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut yaitu akibat 
hukum terhadap hubungan suami-istri, akibat hukum terhadap anak dan akibat 
hukum terhadap harta. Ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya 
pencatatan perkawinan sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya 
hubungan hukum terhadap harta dalam perkawinan. Ketentuan mengenai harta 
dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
yang menyatakan bahwa : 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain 
 Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa ada dua kelompok harta 
dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Penguasaan termasuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama haknya ada pada suami dan 
istri sedang terhadap harta bawaan ada pada masing-masing suami atau istri (Pasal 
36 UU Perkawinan). Namun, UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas 
kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang belum dicatatkan. Perlu 
kajian secara yuridis formal untuk mengetahui kedudukan dari harta-harta yang 
diperoleh dalam perkawinan yang demikian. 
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya nomor 
425/PDT.G/2012/PN.Mdn tanggal 05 November 2012 memutus bahwa 
kedudukan harta dalam perkawinan yang belum dicatatkan merupakan harta 
bersama, oleh karena itu perbuatan hibah yang dilakukan pemberi hibah dalam 
Akta Hibah Nomor 75 dan Akta Hibah Nomor 76 keduanya tertanggal 20 
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Desember 1984 tanpa mendapat persetujuan dari istrinya adalah perbuatan 
melawan hukum sehingga membatalkan kedua akta hibah tersebut. 
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kedudukan hukum atas harta yang dihibahkan pada 
perkawinan yang belum dicatatkan tanpa persetujuan istri ? 
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah atas harta dalam 
perkawinan yang belum dicatatkan tanpa persetujuan istri? 
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 5 November 2012 telah tepat 
berdasarkan hukum? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
ini ialah :  
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum atas harta yang dihibahkan pada 
perkawinan yang belum dicatatkan tanpa persetujuan istri. 
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah atas harta 
dalam perkawinan yang belum dicatatkan tanpa persetujuan istri. 
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Nomor 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 5 November 2012 telah tepat 
atau tidak berdasarkan hukum. 
 
II. Metode Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya 
ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti 
kamus besar bahasa Indonesia atau majalah yang terkait dengan masalah 
penelitian.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih 
mengembangkan data penelitian ini, dilakukan wawancara secara langsung 
kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu.  
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat 
eksternnya.1 Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1) ; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2)”. Dalam penjelasannya 
dinyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada 
perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-
undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang 
ini. 
Pelangsungan perkawinan menurut agama dan registrasi perkawinan 
tersebut adalah persyaratan-persyaratan, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
                                                          
1
 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di 
Indonesia, Cetakan Ketiga, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), hal. 39 
Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan 
perkawinan yaitu kesepakatan mereka, kecakapan, dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus 
diberikan untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat ekstern adalah yang 
menyangkut formalita-formalita pelangsungan perkawinan antara lain laporan, pengumuman, 
pencegahan, pelangsungan. 
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yang lain. Hal ini adalah pendapat yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 
Memori Penjelasan yang mendampingi UU Tahun 1974 tersebut. Adapun Memori 
Penjelasan menyebutkan bahwa agar perkawinan itu sah, maka harus 
dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan para pihak, namun selain itu pula 
harus pula didaftarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.2 
Ditegaskan pula, dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa “dengan mengindahkan tata cara 
perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, 
perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang 
saksi”3, sedang Pasal 11 ayat (3) peraturan pemerintah tersebut menyatakan 
bahwa “dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi”4 
Artinya bahwa tidak ada perkawinan menurut agama dan kepercayaan 
yang dapat dilakukan tanpa dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang saksi. Penggunaan kata “resmi” pada Pasal 11 ayat (3) tersebut, dapat 
menjawab keragu-raguan seberapa pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resmi mempunyai arti sah (dari pemerintah 
atau dari yang berwajib) ; ditetapkan (diumumkan, disahkan) oleh pemerintah atau 
instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perkawinan yang belum dicatatkan 
sehingga tidak memiliki akta perkawinan adalah perkawinan yang belum disahkan 
oleh pemerintah (negara). 
Terhadap perkawinan yang belum dicatatkan yang mempunyai arti bahwa 
perkawinan tersebut belum sah dan belum diakui oleh negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksananya. Artinya menurut 
Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang belum dicatatkan tidak akan 
menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan. Konsekuensinya adalah 
                                                          
2
 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda (Suatu Penelitian 
Sejarah Hukum Perbandingan Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda Dalam 
Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang),Cetakan Pertama, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal. 
232 
3
 Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
4
 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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tidak ada harta benda yang menjadi harta bersama, setiap harta yang diperoleh 
dalam perkawinan yang belum dicatatkan menjadi kelompok harta bawaan (harta 
pribadi). Dengan demikian, suami atau istri bebas untuk melakukan perbuatan 
hukum apapun atas harta tersebut tanpa harus memperoleh persetujuan satu sama 
lain. 
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/PDT.G/2012/PN.Mdn 
tanggal 05 November 2012 tentang kasus nyonya Mery dengan tuan Robby 
Mulyadi alias Rudy Mulyadi yang keduanya menikah secara adat Tionghoa dan 
agama Budha pada tahun 1975 yang kemudian dicatatkan pada tanggal 3 Agustus 
1987 dan pada tahun 1984 tuan Robby Mulyadi alias Rudy Mulyadi 
menghibahkan dua pintu bangunan rumah tempat tinggal kepada kedua orang 
adiknya tanpa persetujuan nyonya Mery. Dua pintu bangunan rumah tempat 
tinggal tersebut diperoleh tuan Robby Mulyadi alias Rudy Mulyadi pada tahun 
1976 berdasarkan akta jual beli. Hakim memandang bahwa perkawinan antara 
keduanya yang dilangsungkan secara adat Tionghoa dan agama Budha pada tahun 
1975 adalah sah secara hukum, karena itu harta yang diperoleh pada tahun 1976 
adalah harta bersama, sehingga perbuatan hibah tersebut adalah perbuatan 
melawan hukum. 
Untuk dapat menentukan kedudukan hukum dari harta yang diperoleh 
pada tahun 1976 tersebut harus dikaitkan dengan perumusan perkawinan yang sah 
menurut UU Perkawinan. Namun sebelumnya, perlu diketahui kapan berlaku 
efektifnya UU Perkawinan. Berlakunya UU Perkawinan menurut Pasal 67 ayat (1) 
pada waktu diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974 dan pelaksanaanya 
berlaku secara efektif menurut Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975. Artinya perkawinan yang dilangsungkan 
setelah UU Perkawinan berlaku efektif harus mengikuti ketentuan yang diatur 
dalam UU Perkawinan. Perkawinan sah menurut UU Perkawinan adalah 
perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan serta 
dicatatkan. 
Pada kasus tersebut diatas, perkawinan baru dicatatkan pada tanggal 3 
Agustus 1987 artinya bahwa akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut 
khususnya terhadap harta baru ada sejak dicatatkannya perkawinan. Harta yang 
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yang diperoleh setelah dicatatkannya perkawinan barulah termasuk sebagai harta 
bersama dan harta yang diperoleh dalam rentang waktu dalam masa perkawinan 
yang belum dicatatkan yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tanggal 2 Agustus 
1987 adalah harta pribadi. Oleh karena itu, hibah yang dilakukan tuan Robby 
Mulyadi alias Rudy Mulyadi kepada kedua adiknya terhadap harta yang diperoleh 
pada tahun 1976 memang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari nyonya Mery 
dan karenanya perbuatan hibah tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 junto 
Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya.” 
Pasal 16 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 
Tahun 2004 junto Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang profesionalitas seorang 
Notaris, ketentuan tersebut menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, 
Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ; merahasiakan 
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 
diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali 
undang-undang menentukan lain.” 
Tuntutan profesionalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang Jabatan 
Notaris melahirkan tanggung jawab profesi yang harus diemban oleh Notaris. 
Notaris yang mempunyai tugas pokok untuk membuat akta otentik harus 
bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut agar mempunyai 
keotentisitasan sebagai alat bukti tulisan yang kuat dan sempurna di depan 
pengadilan. Dalam membuat suatu akta yang otentik harus memenuhi beberapa 
syarat sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 
Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, maka suatu akta otentik 
harus memenuhi syarat formil dan materiil, sedang ditinjau dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, apabila perbuatan yang dinyatakan dalam akta tersebut 
tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu akta harus 
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memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat formil yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai kesamaan dengan syarat subjektif 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, begitu pula dengan syarat materiil 
dan syarat objektif. 
Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan 
yang diberikan undang-undang kepadanya. Notaris bertanggung jawab atas 
kebenaran formil dan materiil atas akta yang dibuatnya apabila terbukti karena 
kelalaiannya atau kesengajaan menimbulkan kerugian bagi para pihak. 
Pertanggungjawaban Notaris selaku pejabat umum atas kebenaran materiil dari 
akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yaitu5 : 
a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap 
akta yang dibuatnya; 
b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam 
akta yang dibuatnya; 
c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) 
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 
d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya 
berdasarkan kode etik Notaris. 
 
Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil (syarat 
formil dan materiil) dari akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat Notaris yang tidak 
memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai kekuatan pembuktian akta di 
bawah tangan dan terhadap Notaris diberikan sanksi. Undang-Undang Jabatan 
Notaris dalam Pasal 84 mengemukakan bahwa : 
“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (i), Pasal 16 ayat (1) 
huruf (k), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau 
Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal 
demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.” 
 
Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas 
akta yang dibuatnya terlihat dari adanya unsur perbuatan melawan hukun dalam 
                                                          
5
 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotoriatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika, 
(Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 34  
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pembuatan akta tersebut. Menurut  Wirjono Projodikoro yang dikutip oleh Selly 
Masdalia Pertiwi disebutkan bahwa : 
“Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada 
arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
diperbolehkan oleh hukum. Sebagian besar perbuatan-perbuatan ini 
merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan 
perbuatan melawan hukum.” 6 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa tiap 
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 
kerugian tersebut. Dari ketentuan tersebut, ada dua unsur yang harus terbukti 
untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang terdiri dari pertama, 
adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilful) atau karena kelalaian (negligence) 
dan kedua, kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan pelaku.7 
Sedangkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh 
Notaris diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan 
bahwa : 
“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 
ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 16 ayat (1) huruf (c), 
Pasal 16 ayat (1) huruf (d), Pasal 16 ayat (1) huruf (e), Pasal 16 ayat (1) 
huruf (f), Pasal 16 ayat (1) huruf (g), Pasal 16 ayat (1) huruf (h), Pasal 16 
ayat (1) huruf (i), Pasal 16 ayat (1) huruf (j), Pasal 16 ayat (1) huruf (k), 
Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 
59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa : 
a. Teguran lisan ; 
b. Teguran tertulis ; 
c. Pemberhentian sementara ; 
d. Pemberhentian dengan hormat ; atau 
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.” 
 
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana 
terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris. Akan tetapi Notaris tetap 
                                                          
6
 Selly Masdalia Pertiwi, (http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1298-
698336306-tesis%20selly%20masdalia%20pertiwi%20(1292461023).pdf, 2014), diakses tanggal 
06 Juni 2016 
7
 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketujuh, (Jakarta : Sinar Grafika. 
2008), hal. 536 
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bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang 
dibuatnya. Dalam praktik ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 
Notaris dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana. Pengkualifikasian 
tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti8 : 
a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap ; 
b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris ; 
c. Tanda tangan penghadap ; 
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta ; 
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta ; dan 
f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta 
dikeluarkan. 
 
Hal-hal yang sering terjadi dalam praktik yang menyebutkan bahwa 
seorang Notaris dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana antara lain : 
a. Pemalsuan surat, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ; 
b. Pemalsuan dalam akta otentik, yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) 
angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
c. Pencantuman keterangan palsu dalam akta otentik, yang diatur dalam 
Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Pemidanan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika9 : 
a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formil dan 
materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta 
direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh 
Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar 
untuk melakukan suatu tindak pidana. 
b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan 
atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai 
dengan UUJN ; dan 
c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang 
berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini 
Majelis Pengawas Notaris. 
 
Sengketa yang melibatkan seorang Notaris terjadi pada Pengadilan Negeri  
Medan dalam Putusan Nomor 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tanggal 05 November 
2012. Keterlibatan Notaris tersebut disebabkan karena hakim menilai pembuatan 
Akta Hibah Nomor 75 dan Nomor 76 tanggal 20 Desember 1984 yang dibuat di 
                                                          
8
 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia ( Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 25  
9
 Ibid., hal. 30  
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hadapan Notaris Pengganti Abdul Latif Harahap merupakan perbuatan melawan 
hukum. Namun, dalam gugatannya, Notaris Darmansyah yang diketahui sebagai 
pemegang Protokol dijadikan sebagai Turut Tergugat yang kemudian oleh hakim 
menerima gugatan dan menghukum Notaris Darmansyah. 
Pasal 65 UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan 
UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dan Notaris Pengganti 
bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tidak ada ketentuan yang meminta 
pertanggungjawaban hukum kepada Notaris pemegang Protokol. Undang-undang 
memang tidak menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari seorang Notaris 
pemegang protokol. Namun dalam praktiknya, seorang Notaris pemegang 
Protokol bertugas untuk10 : 
a. Menyimpan dan memelihara protokol Notaris ; 
b. Mengeluarkan salinan kedua ; dan 
c. Memperlihatkan minuta akta untuk kepentingan penyidikan setelah 
mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. 
Berdasarkan wawancara dengan seorang Hakim, mengatakan bahwa 
keterlibatan seorang Notaris harus dilihat terlebih dahulu adakah keterikatannya. 
Apabila Notaris hanya berkedudukan sebagai pemegang protokol, maka tidak 
akan melibatkannya. Dalam praktik, biasanya alasan para pihak yang bersengketa 
mengikutsertakan Notaris didalamnya adalah untuk mempermudah pemanggilan 
Notaris sebagai saksi dalam sengketa mereka, jika tidak demikian akan sangat 
sulit memanggil Notaris karena harus meminta izin dari instansi terkait sehingga 
proses gugatan akan terkendala11. 
Beberapa analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan 
Negeri Nomor 425/Pdt.G.2012/PN/Mdn Tanggal 05 November 2012, antara lain 
1. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dalam menerima gugatan yang 
diajukan oleh Penggugat karena mengandung cacat formil yaitu error in 
persona. 
Fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan pembuktian menyatakan bahwa 
Akta Hibah Nomor 75 dan Akta Hibah Nomor 76 tanggal 20 Desember 1984 
                                                          
10
 Hasil wawancara dengan Jonas Marolop Simarmata, Notaris di Kota Medan pada 
tanggal 20 Juni 2016.  
11
 Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2016.  
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dibuat di hadapan Abdul Latif Harahap yang bertindak sebagai Notaris 
Pengganti Sementara dari Notaris Adi Putera Parlindungan, sehingga 
menempatkan Notaris Darmansyah sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat 
atau orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). 
Analisanya adalah pertanggungjawaban dari Notaris, Notaris Pengganti, yang 
dikenal dalam UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 65 adalah pertanggungjawaban langsung dari siapa yang 
membuat akta tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas perbuatan 
melawan hukum dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris harus 
memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
baik Notaris maupun Notaris Pengganti selaku individu harus bertanggung 
jawab atas akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi salah satu 
pihak 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan karena gugatan 
Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai hibah atas harta bersama 
dan bukan menyangkut harta peninggalan Tjin Kok Sin sehingga tidak perlu 
mengikutsertakan Tjin Kok Sin dan saudara-saudaranya yang lain dalam 
gugatan adalah kurang tepat. 
Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Tjin Kok Sin yang telah 
meninggal dunia pada tahun 2004, semasa hidupnya belum pernah 
melangsungkan perkawinan sehingga tidak memiliki istri dan anak. Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata membagi 4 golongan yang berhak menjadi 
ahli waris, yaitu anak sah dan istri/suami, orang tua, saudara kandung dan 
paman/bibi. Sepanjang dalam perkara belum ada putusan hakim, objek 
perkara adalah masih menjadi harta peninggalan dari almarhum Tjin Kok Sin. 
Oleh karena itu, penting bagi ahli waris almarhum Tjin Kok Sin 
diikutsertakan dalam gugatan untuk mengetahui kedudukan hukum dari harta 
yang ditinggalkannya, terlebih lagi apabila harta yang diperkarakan berada 
dalam penguasaan ahli waris yang bersangkutan. 
3. Pertimbangan hukum dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan oleh 
Majelis Hakim kurang tepat berdasarkan hukum perkawinan nasional. 
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Dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada secara tegas yang menyatakan bahwa 
pencatatan perkawinan sebagai tindakan administratif justru akta perkawinan 
membuktikan suatu perkawinan telah tercatat resmi. Pasal 10 ayat (3) PP 
Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “dengan mengindahkan tata cara perkawinan 
menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, 
perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 
orang saksi” dan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “dengan 
penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara 
resmi”. Kedua ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan dan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dipandang dan ditafsirkan 
sebagai satu kesatuan dari sistem peraturan perundang-undangan untuk 
menjamin kepastian hukum dari suatu perkawinan.  
IV. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
1. Kedudukan hukum setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami 
atau istri dalam perkawinan yang belum dicatatkan adalah tergolong sebagai 
harta bawaan (pribadi) bukan harta bersama. UU Perkawinan pada Pasal 2 
ayat (2) junto Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 
memandang bahwa pencatatan perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan 
yang resmi di hadapan negara. Perkawinan yang belum dicatatkan tidak 
menimbulkan akibat hukum terhadap harta. Penguasaan atas harta bawaan 
suami sepenuhnya ada pada suami yang didalamnya termasuk pengurusan 
dan perbuatan hukum atas harta bawaan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan). 
Oleh karena itu, hibah atas harta dalam perkawinan yang belum dicatatkan 
tidak perlu mendapat persetujuan dari suami atau istri. 
2. Notaris bertanggung jawab langsung atas akta yang dibuatnya (Pasal 65 UU 
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014). Notaris dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian 
kepada salah satu pihak dalam akta ataupun kerugian kepada pihak ketiga. 
Bentuk pertanggungjawaban yang diminta kepada Notaris antara lain 
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tanggung jawab perdata, pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris 
untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Disamping itu, kerugian yang 
ditimbulkan oleh akta Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
apabila dalam membuat aktanya Notaris dengan sengaja dan sadar 
menuangkan keterangan palsu dalam aktanya, sedangkan pelanggaran-
pelangaran kode etik yang dilakukan Notaris diberikan sanksi secara 
administratif. Akta Hibah Nomor 75 dan Akta Hibah Nomor 76 keduanya 
tertanggal 20 Desember 1984 yang dibuat dihadapan Notaris tanpa 
persetujuan istri bukanlah perbuatan melawan hukum karena objek hibah 
adalah harta bawaan, pembuatan kedua akta hibah tersebut diatas tidak juga 
melanggar ketentuan hukum mengenai syarat subjektif dan objektif dari suatu 
perikatan (hibah) dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan syarat formil dan materil dari suatu akta otentik yang ditentukan dalam 
Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Oleh 
karena itu, tidak ada pertanggungjawaban yang dapat dituntut dari Notaris 
yang membuat kedua akta hibah tersebut. 
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
425/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 5 November 2012 kurang tepat. Dalam 
menafsirkan Pasal 2 UU Perkawinan, Hakim memisahkan arti antara 
ketentuan kedua ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Penafsiran Hakim 
terhadap keabsahan perkawinan hanya berdasar padaPasal 2 ayat (1) UU 
Perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan 
kepercayaan adalah sah, sedangkan pencatatan adalah hanya merupakan 
syarat administratif. Untuk mencapai kepastian hukum suatu perkawinan 
yang dimaksudkan dalam UU Perkawinan, kedua ayat dalam Pasal 2 UU 
Perkawinan tersebut harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, 
perkawinan sah apabila perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan 
kepercayaan dan wajib dicatatkan, pencatatan perkawinan membawa akibat 
hukum khususnya terhadap harta dalam perkawinan. Oleh karena itu, hibah 
yang dilakukan terhadap harta pada perkawinan yang belum dicatatkan tidak 
perlu mendapat persetujuan istri. 
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Saran 
1. Untuk menjamin kepastian status istri, anak dan khususnya harta dalam 
perkawinan, maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Pencatatan 
perkawinan menurut hukum perkawinan nasional tidak hanya dipandang 
sebagai tindakan administratif, tapi juga mempunyai akibat hukum dari 
seluruh hubungan yang terbentuk dari perkawinan, tidak dicatatkannya 
perkawinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya 
hak terhadap harta yang diperoleh. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran 
aktif dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan 
perkawinannya agar negara dapat melindungi hak-hak yang timbul dari suatu 
ikatan perkawinan. 
2. Notaris sebagai salah satu pejabat umum sekaligus sebagai profesi hukum 
yang mempunyai wewenang membuat akta otentik dan bertanggung jawab 
terhadap kebenaran formil dan materiil dari akta yang dibuatnya sangat tidak 
baik jika terkait dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum bahkan yang 
mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya, sudah sepatutnya 
untuk membuat akta dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian. 
3. Hakim sebagai ujung tombak untuk mendapatkan keadilan dalam hukum 
diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi suatu ketentuan hukum yang 
digunakan sebagai dasar memberikan keputusan dan juga perlu dilakukan 
judicial review terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 untuk memperjelas keabsahan suatu perkawinan dan memperjelas 
fungsi pencatatan perkawinan sehingga semua pihak dalam perkawinan 
mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum.  
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